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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh audit berbasis
risiko terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah dengan
menggunakan metode studi literatur. Audit berbasis risiko
merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada identifikasi dan
analisis terhadap area yang memiliki potensi risiko tinggi, sehingga
pengawasan dapat dilakukan secara lebih fokus, efisien, dan
proaktif. Dalam konteks pemerintah daerah, pendekatan ini dinilai
relevan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dan
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Hasil
kajian menunjukkan bahwa audit berbasis risiko mampu
meningkatkan efektivitas pengawasan melalui peningkatan kualitas
informasi audit, penyusunan rekomendasi yang lebih strategis,
serta penguatan fungsi pencegahan terhadap penyimpangan.
Namun demikian, implementasi pendekatan ini di daerah masih
menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia,
belum optimalnya sistem informasi, dan rendahnya tindak lanjut
atas hasil audit. Dengan demikian, efektivitas pengawasan melalui
audit berbasis risiko hanya dapat tercapai secara optimal apabila
didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, peningkatan
kompetensi auditor, serta komitmen dari pimpinan daerah.

Kata Kunci: Audit Berbasis Risiko, Pengawasan Keuangan,
Pemerintah Daerah, Efektivitas Pengawasan, Akuntabilitas.

Abstract
This study aims to examine the effect of risk-based audits on the
effectiveness of regional financial supervision using the literature
study method. Risk-based audits are an approach that focuses on
the identification and analysis of areas with high potential risks, so
that supervision can be carried out in a more focused, efficient, and
proactive manner. In the context of local government, this approach
is considered relevant to improve the internal control system and
increase accountability in public financial management. The results
of the study indicate that risk-based audits can increase the
effectiveness of supervision by improving the quality of audit
information, preparing more strategic recommendations, and
strengthening the function of preventing deviations. However, the

implementation of this approach in the regions still faces obstacles
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such as limited human resources, suboptimal information systems,
and low follow-up on audit results. Thus, the effectiveness of
supervision through risk-based audits can only be achieved optimally
if supported by adequate institutional capacity, increased auditor
competence, and commitment from regional leaders.

Keywords: Risk-Based Audit, Financial Supervision, Local
Government, Supervision Effectiveness, Accountability.

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat krusial.
Pemerintah daerah sebagai entitas publik bertanggung jawab dalam mengelola anggaran secara
efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan. Untuk itu, diperlukan sistem pengawasan
yang kuat dan adaptif terhadap dinamika risiko yang muncul dalam proses pengelolaan keuangan
daerah. Audit berbasis risiko (risk-based audit) merupakan pendekatan modern dalam kegiatan
audit yang menitikberatkan pada identifikasi dan evaluasi terhadap area-area yang memiliki
tingkat risiko tinggi dalam suatu entitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memfokuskan sumber
daya audit pada aspek yang paling rawan terhadap kesalahan, kecurangan, atau penyimpangan,
sehingga audit menjadi lebih efektif dan bernilai tambah. Dalam konteks pemerintahan daerah,
audit berbasis risiko dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Interaksi antara penentu biaya audit dan kualitas audit menciptakan fenomena multifaset
dengan implikasi luas untuk pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Biaya audit yang
lebih tinggi menunjukkan upaya audit yang lebih signifikan dan peningkatan pengawasan, yang
mengarah pada peningkatan kualitas audit dan peningkatan kepercayaan investor. Sebaliknya,
tekanan biaya yang berlebihan atau konflik kepentingan dapat mengkompromikan independensi
auditor dan merusak kualitas serta keandalan laporan keuangan, pada akhirnya mengikis
kepercayaan di pasar keuangan. Mengingat peran penting biaya audit dalam memastikan
integritas pelaporan keuangan, penelitian ekstensif telah dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-
faktor yang memengaruhi penentuan biaya dan dampaknya terhadap kualitas audit ((Wahyuniet
al., 2024)

Namun, dalam praktiknya, implementasi audit berbasis risiko di lingkungan pemerintah
daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya auditor,
pemahaman terhadap manajemen risiko yang belum merata, serta integrasi antara fungsi audit
internal dengan sistem pengawasan eksternal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh
mana pengaruh penerapan audit berbasis risiko terhadap efektivitas pengawasan keuangan
daerah. Penelitian ini menjadi relevan mengingat pentingnya penguatan fungsi pengawasan dalam
menjaga integritas pengelolaan keuangan publik. Dengan memahami pengaruh audit berbasis
risiko terhadap efektivitas pengawasan, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi strategis yang
dapat mendukung perbaikan sistem audit dan pengawasan keuangan daerah secara menyeluruh.

TINJAUAN TEORI
Audit berbasis risiko dijelaskan sebagai pendekatan modern dalam audit yang
menitikberatkan pada identifikasi area-area berisiko tinggi dalam suatu entitas. Pendekatan ini
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memprioritaskan penggunaan sumber daya audit pada aktivitas yang paling rawan terhadap
kesalahan atau penyimpangan. Menurut definisi dari The Institute of Internal Auditors (lIA), audit
berbasis risiko adalah metodologi yang memungkinkan auditor untuk mengevaluasi efektivitas
manajemen risiko organisasi. Dengan fokus pada risiko utama, auditor dapat lebih proaktif dalam
mendeteksi potensi permasalahan dan memberikan nilai tambah strategis bagi organisasi.

Pengawasan keuangan daerah adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa pengelolaan
keuangan daerah dilakukan sesuai regulasi, serta menjamin akuntabilitas, transparansi, efisiensi,
dan efektivitas. Fungsi pengawasan dilakukan oleh lembaga internal (Inspektorat) dan eksternal
(BPK), serta mencakup seluruh siklus pengelolaan anggaran dari perencanaan hingga
pertanggungjawaban. Tujuan utamanya adalah mencegah penyimpangan dan meningkatkan
kualitas tata kelola publik.

Audit berbasis risiko memperkuat efektivitas pengawasan keuangan karena mampu
mengarahkan pengawasan ke area yang lebih kritis dan berisiko tinggi. Pendekatan ini membantu
auditor mengalokasikan sumber daya secara efisien, memberikan informasi yang berbasis analisis
risiko, serta mendukung tindakan pencegahan dan perbaikan sistem pengendalian. Teori ini
menekankan sinergi antara pendekatan audit risiko dan sistem pengawasan yang strategis,
sistematis, serta berbasis pada analisis akar masalah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) atau studi pustaka,
yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber teori, hasil penelitian terdahulu,
dokumen resmi, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik audit berbasis risiko dan
efektivitas pengawasan keuangan daerah. Melalui pendekatan ini, penulis mengumpulkan,
mengkaji, dan menganalisis informasi dari buku, jurnal ilmiah, laporan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), laporan Inspektorat Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman konseptual dan empirik mengenai bagaimana
audit berbasis risiko diterapkan dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan efektivitas
pengawasan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Studi pustaka ini bersifat
kualitatif deskriptif, di mana data dan informasi yang dikumpulkan tidak diolah secara statistik,
melainkan dianalisis secara sistematis untuk membangun argumen dan simpulan berdasarkan
temuan-temuan dari berbagai literatur yang telah dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian Audit Berbasis Risiko

Audit berbasis risiko (Risk-Based Audit) adalah suatu pendekatan dalam proses audit yang
memfokuskan perhatian dan sumber daya pada area, aktivitas, atau proses yang memiliki potensi
risiko tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini menempatkan risiko sebagai
dasar utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi audit, sehingga auditor
dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menilai area yang paling rentan terhadap
kesalahan atau penyimpangan. Menurut The Institute of Internal Auditors (llA), audit berbasis
risiko adalah “suatu metodologi yang memungkinkan auditor internal untuk memberikan jaminan
kepada manajemen bahwa manajemen risiko telah dijalankan secara efektif dalam mengatasi
risiko-risiko utama yang dihadapi organisasi.” Dengan demikian, audit tidak hanya bertujuan
untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui penilaian terhadap
efektivitas sistem pengendalian dan manajemen risiko organisasi.
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Pendekatan ini berbeda dengan audit konvensional yang bersifat reaktif dan berfokus pada
kepatuhan terhadap aturan tertentu. Audit berbasis risiko lebih bersifat strategis karena
mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mungkin berdampak besar terhadap tujuan
operasional, keuangan, dan kepatuhan suatu entitas. Dalam konteks pengelolaan keuangan
daerah, audit berbasis risiko menjadi penting karena memungkinkan auditor, baik dari Inspektorat
Daerah maupun lembaga pengawas eksternal seperti BPK, untuk mengalokasikan sumber daya
audit secara lebih efisien, mengarahkan pengawasan pada program-program atau unit kerja yang
memiliki risiko tinggi, serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan
pemerintah daerah. Dengan demikian, audit berbasis risiko tidak hanya menjadi alat deteksi,
tetapi juga alat pencegahan dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara
menyeluruh.

B. Pengertian dan Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis
untuk menilai apakah pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta untuk memastikan tercapainya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi,
efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik. Dalam praktiknya, pengawasan ini
mencakup seluruh siklus keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pengawasan dapat dilakukan oleh aparat
pengawasan internal pemerintah, seperti Inspektorat Daerah, maupun oleh lembaga eksternal
seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuan utama dari pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin bahwa
pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan,
kecurangan, atau penyelewengan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara. Melalui fungsi
pengawasan, pemerintah daerah juga didorong untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran
dan lebih efektif dalam pencapaian program dan kegiatan pembangunan. Tak kalah penting,
pengawasan keuangan berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas publik, di mana pemerintah
daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat secara terbuka dan
jujur. Dengan pengawasan yang baik, kualitas tata kelola keuangan daerah akan meningkat, yang
pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah daerah.

C. Hubungan Audit Berbasis Risiko dengan Pengawasan Keuangan

Audit berbasis risiko memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas pengawasan keuangan,
khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Pendekatan audit ini dirancang untuk
mengidentifikasi dan memfokuskan pengujian pada area yang memiliki potensi risiko tinggi
terhadap terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau kegagalan dalam pengelolaan keuangan.
Dengan demikian, audit berbasis risiko membantu auditor maupun pengawas internal untuk
menggunakan sumber daya secara lebih efisien, dengan memprioritaskan area yang paling rentan
terhadap ketidakpatuhan atau pemborosan anggaran. Dalam praktiknya, audit berbasis risiko
memperkuat fungsi pengawasan karena memberikan informasi yang lebih tajam dan berbasis
analisis risiko terhadap kelemahan sistem pengendalian internal dan potensi risiko keuangan.
Informasi tersebut sangat penting dalam mendukung tindakan korektif dan perbaikan sistem
pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong auditor dan pengawas
untuk bersikap lebih antisipatif, bukan hanya reaktif terhadap kesalahan yang sudah terjadi.

Oleh karena itu, audit berbasis risiko menjadi instrumen yang relevan dalam memperkuat
pengawasan keuangan yang lebih terarah, sistematis, dan berorientasi pada pencegahan. Dengan
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mengintegrasikan audit berbasis risiko ke dalam sistem pengawasan keuangan daerah, diharapkan
tercipta pengawasan yang lebih efektif dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan,
mencegah penyimpangan, serta mendorong efisiensi dan transparansi dalam penggunaan
anggaran. Hubungan antara kedua konsep ini bersifat sinergis: audit berbasis risiko meningkatkan
kualitas informasi pengawasan, sementara pengawasan yang kuat akan mendorong pelaksanaan
audit yang lebih responsif terhadap kondisi riil organisasi.

D. Implementasi Audit Berbasis Risiko di Pemerintah Daerah

Implementasi audit berbasis risiko di lingkungan pemerintah daerah merupakan upaya
strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
keuangan publik. Pendekatan ini mulai diterapkan secara bertahap oleh Inspektorat Daerah
sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan
penguatan tata kelola keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, audit berbasis risiko diawali
dengan proses identifikasi dan pemetaan risiko terhadap seluruh kegiatan dan program
pemerintah daerah, dilanjutkan dengan penilaian terhadap tingkat risiko berdasarkan
kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Proses
implementasi ini menuntut adanya pemahaman yang kuat dari auditor terhadap konsep
manajemen risiko, serta kemampuan dalam menyusun rencana audit yang berfokus pada area-
area kritis. Salah satu langkah penting dalam audit berbasis risiko adalah penyusunan risk-based
audit plan (RBAP) tahunan, yang digunakan untuk menentukan prioritas audit berdasarkan hasil
penilaian risiko dan sumber daya auditor yang tersedia. RBAP ini menjadi acuan dalam
menentukan objek pemeriksaan dan jenis audit yang dilakukan, sehingga audit menjadi lebih
terfokus, tepat sasaran, dan bernilai tambah bagi pimpinan daerah.

Namun, dalam praktiknya, penerapan audit berbasis risiko di pemerintah daerah masih
menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya
manusia yang kompeten di bidang audit risiko, belum optimalnya sistem informasi pengelolaan
risiko di OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta kurangnya integrasi antara hasil audit risiko
dengan proses pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan. Selain itu, budaya organisasi
yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan berbasis risiko menjadi hambatan tersendiri
dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi ini. Meskipun demikian, berbagai upaya
perbaikan terus dilakukan, seperti peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan dan
sertifikasi, pengembangan pedoman audit berbasis risiko, serta kolaborasi antara Inspektorat
dengan BPKP, BPK, dan lembaga lain dalam membangun sistem pengawasan yang lebih adaptif
dan berbasis risiko. Dengan implementasi yang konsisten dan dukungan dari seluruh pihak terkait,
audit berbasis risiko di pemerintah daerah dapat menjadi alat pengawasan yang efektif untuk
mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mewujudkan
pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

E. Pengaruh Audit Berbasis Risiko terhadap Efektivitas Pengawasan

Audit berbasis risiko memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan
efektivitas pengawasan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Dengan
mengedepankan identifikasi dan analisis risiko, pendekatan ini memungkinkan auditor dan aparat
pengawasan untuk memprioritaskan pemeriksaan pada unit kerja, program, atau kegiatan yang
memiliki potensi risiko tertinggi terhadap penyimpangan, ketidakefisienan, atau pelanggaran
terhadap peraturan. Hal ini menjadikan pengawasan lebih fokus, terarah, dan mampu
mengantisipasi masalah sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap
keuangan daerah. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh sejauh mana fungsi pengawasan
mampu mendorong kepatuhan, mendeteksi penyimpangan secara tepat waktu, serta memberikan
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rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk perbaikan tata kelola. Audit berbasis risiko
memberikan kontribusi dalam ketiga aspek tersebut.

Pertama, pendekatan ini meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh dalam proses
audit, karena auditor menelusuri akar masalah berdasarkan pemetaan risiko, bukan hanya
berdasarkan temuan kasuistik. Kedua, audit ini membantu auditor menyusun rekomendasi yang
bersifat strategis dan kontekstual, karena mempertimbangkan dampak risiko terhadap
pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, audit berbasis risiko juga memperkuat mekanisme
pencegahan melalui peningkatan kesadaran risiko di lingkungan organisasi, yang pada akhirnya
mendorong perubahan perilaku menuju pengelolaan yang lebih tertib dan akuntabel. Selain itu,
audit berbasis risiko juga mendorong efisiensi dalam pengawasan. Dalam kondisi terbatasnya
sumber daya auditor, metode ini memungkinkan pengalokasian waktu dan tenaga secara optimal
ke area yang paling memerlukan perhatian. Hasil pengawasan pun menjadi lebih bernilai bagi
pimpinan daerah karena memberikan gambaran yang menyeluruh dan berbasis analisis risiko atas
kelemahan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, implementasi audit berbasis risiko
tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga memperkuat peran strategis aparat
pengawasan dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,
dan bebas dari praktik korupsi.

F. Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas Pengawasan melalui Audit Risiko

Meskipun audit berbasis risiko dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan,
implementasinya di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang
perlu dievaluasi secara kritis. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya pemahaman
dan kompetensi aparat pengawasan internal terhadap konsep manajemen risiko dan
penerapannya dalam proses audit. Banyak Inspektorat Daerah yang belum sepenuhnya
menerapkan pendekatan berbasis risiko secara menyeluruh, melainkan masih menjalankan audit
dengan pendekatan konvensional yang berorientasi pada kepatuhan administratif semata. Hal ini
menyebabkan audit belum mampu menjangkau akar masalah yang berdampak pada efektivitas
kinerja keuangan dan program pembangunan daerah.Selain itu, pelaksanaan audit berbasis risiko
seringkali belum didukung oleh sistem informasi dan data yang memadai. Tanpa dukungan data
yang akurat dan real-time, proses identifikasi dan pemetaan risiko menjadi tidak maksimal,
sehingga audit cenderung bersifat reaktif daripada proaktif. Keterbatasan sumber daya manusia,
baik dari sisi jumlah maupun kualitas auditor, juga menjadi hambatan dalam melaksanakan audit
yang mendalam dan berbasis analisis risiko.

Di sisi lain, komitmen pimpinan daerah terhadap hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi
juga sangat menentukan keberhasilan pengawasan. Jika hasil audit tidak ditindak lanjuti dengan
serius, maka efektivitas pengawasan tetap rendah meskipun audit telah berbasis risiko. Dari sisi
kebijakan, masih diperlukan harmonisasi antara pedoman audit berbasis risiko yang dikeluarkan
oleh lembaga pusat (seperti BPKP dan KemenPAN-RB) dengan praktik di daerah, agar terdapat
standar yang seragam dan relevan dengan kebutuhan lokal. Tanpa dukungan regulasi yang kuat
dan pelatihan yang berkelanjutan, implementasi audit risiko akan berjalan setengah hati dan
tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pengawasan. Oleh karena
itu, meskipun secara teoritis audit berbasis risiko menjanjikan pengawasan yang lebih efektif dan
efisien, dalam praktiknya masih diperlukan upaya perbaikan menyeluruh dari aspek
kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan dukungan politik birokrasi. Dengan
evaluasi kritis ini, dapat disimpulkan bahwa audit berbasis risiko belum sepenuhnya optimal
dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Diperlukan sinergi antarlembaga
pengawasan, pembenahan internal Inspektorat, dan komitmen reformasi birokrasi agar
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pendekatan ini benar-benar mampu menjawab tantangan pengelolaan keuangan daerah yang
semakin kompleks.

KESIMPULAN DAN SARAN

Audit berbasis risiko merupakan pendekatan modern dalam kegiatan audit yang
memprioritaskan pengawasan terhadap area-area yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap
pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui fokus pada
risiko yang paling signifikan, audit ini mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit serta
memperkuat pengawasan yang lebih tepat sasaran dan preventif. Dalam konteks pemerintahan
daerah, audit berbasis risiko diyakini dapat memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas
pengawasan keuangan, karena mampu membantu auditor dalam mendeteksi potensi
penyimpangan secara lebih dini, serta menyusun rekomendasi yang strategis dan berbasis analisis
risiko. Pengawasan keuangan daerah yang efektif tidak hanya bergantung pada pelaksanaan audit
secara rutin, tetapi juga pada kemampuan audit untuk mengidentifikasi risiko utama dan
memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan.

Audit berbasis risiko berperan penting dalam memperbaiki kelemahan pengendalian
internal, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan tata kelola keuangan yang transparan.
Namun demikian, implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti
keterbatasan kompetensi auditor, minimnya dukungan sistem informasi, serta belum optimalnya
tindak lanjut atas rekomendasi audit. Audit berbasis risiko memiliki pengaruh positif terhadap
efektivitas pengawasan keuangan daerah. Namun, efektivitas tersebut baru dapat tercapai secara
maksimal apabila didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem
pendukung audit, serta komitmen dari seluruh pihak, baik auditor internal maupun pimpinan
daerah. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk membenahi hambatan-hambatan yang ada,
agar audit berbasis risiko tidak hanya menjadi pendekatan prosedural, tetapi benar-benar
menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pengawasan yang lebih adaptif, efisien, dan
berdampak langsung terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan khusus audit
berbasis risiko, memperkuat sistem informasi pengelolaan risiko, serta memastikan tindak lanjut
atas rekomendasi audit guna meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan secara menyeluruh.
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